


Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bitateral yang ada

antara kedua belah Pihak rnelalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan

berdasarkan prinsip-prinsip lqesetaraan, saling menguntungkan. menghormati

secara penuh kedaulatan dan integritas teritorial darr non-irrten,ensi dalam uru$an

internal;

Bertujuan memperkuat knneksitas antara Tentara Nasional lndonesia dan

Angkatan Bersenjata Federasi Rusia;

fvlencatat bahwa penguatan kerja $ama pertahanan akan berkontribusi pada

h':bungan yang saling menguntungkan bagi pefiahanan nasional kedua belah

Prnak:

$esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku

dari keiiua belah Pihak:

Dengan ini telah menyetujui sebagai berikut;

PA$AL 1

TUJUAN

l-ujuan dari persetujuan ini adalah untuk mendirikan kerangka kerja untuk kerja

sama di bidang peilahanan arrtara para Pihak, sesuai dengan prinsip yang diakui

secara universal dan norma-norma hukum internasional dan traktat internasional di

tnana Federasi Rusia dan Republik lndonesia berpartisipasi, termasuk sesuai

dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak.
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PA$AL 2

RUANG LINGKUP KHRJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama Persetujr.lirn ini dapat mencakup

Mendirikan dialog bitateral dan konsultasr secara reguler tentang isu-isu

keamanan yang menjadi perhatian bersama; seper-ti aspek politik-militer.

saling membangun kep*rcayaan, masalah keamanan internasional, dan

i.iontra-terorisme:

Bertukar informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi perlratian

bersama; seperti kegiatan penciptaan perdamaian dan operasi pemeliharaan

perdamaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Mentngkatkan pengembangan sumber daya manusia lembaga pertahanan

dan angkatan bersenjata kedua belah Pihak melalui pendidikan, pelatihan,

pertukaran kunjungan, penyediaan peralatan pendidikan dan kegiatan terkait

iainitya;

Mengemhangkan hubungan dan r<ei'ja san'ra antara Angkatan Bersenjata

kedua belah Pihak sebagaimana disepakati bersama;

5. Berpailisipasi dalam pengembangan kerja sama sesuai dengan undang-

undang nasional Para Pihat< dalarn bidang sebagai berikut,

a. llmu penEetahuan clan teknotogi di bidang pertahanan melalui pertukaran

personel, kunjungan, pelatihan, dan pefiukaran informasi, $srta

pengembangan proyek yang disepai<ati bersama;

b. lnciustri pertahanan, diantaranya transfer teknologi, penelitian bersarna,

produksi bersarna dan pema$aran b*r'sama.
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6. Bidang kerja $ama lainnya yang disepakati hersama.

PASAL 3

PENGATURAN PELAKSANAAN

Dengan memperhatikan ruang lingkup kerje sarna berdasarkan Pasal ? dari

Persetujuan irti Para Pihak dapat melaksanakan bentuk-bentuk kerja sarna

sebagar berikut:

- kunjungan resrni delegasi di berhagai tingkat;

- partisipasi dalam latihan rniliter atas undangen atau partisipasi sebagai

pengamat;

- kunjungan kerja pakar kemiliteran;

- partlsipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti kursus teori dan praktik,

serninar dan konferensi atas undangan ciari Para Pihak;

- pendidikan dan pelatihan dari personit pertahanan dan militer;

- panggilan sandar untul< kapal perang dan kunjungan penerbangan

nriliter;

- kunjungan para ahli dalam pelaksanaan kegiatan bersama di lingkungan

militer;

- pelaksanaan acara budaya dan olahraga bersama;

- bentuk lain dari kegiatan kerja sama pertahanan dengan persetujuan

bersama Para Pihak.

Untuk tujuan pelaksanaan bentuk-bentuk kerja sama tersebut pengaturan

tertulis yang terpisah harus dibuat oleh Para Pihak.

PASAL 4

OTORITAS YANG BERWEWENANG
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I Otoritas yang benruewenan.q yang dipercayakan dalam pelaksanaan

Persetujuan ini adalah:

a. Untuk pihak lndonesia: Kernenterian Pertahanan Republik lndonesia

b untuk pihak Rusia: Kementerian Pefiahanan Federasr Rusia;

Apabila clianggap perlu, dapat ciiL,entuk kelampok kerja berdasarkan

Persetujuan ini, oleh otoritas yang berwewenang dari Kedua Belah Fihak.

Apabila salah satu Fihak nrengubah Otoritas Pelaksana yang ditunjuk,

perubahan tersebut harus diinformasikan kepada Pihak lainnya melalui

saluran diplomatik.

Dalam rangka untuk meninjau pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dari

Persetujuan i;ri, Otoritas yang benruewenang akan mengadakan pertemuan

reguler atau setiap saat apahila diperlukan.

PA$AL 5

FENGATUF.AN KEUANGAN

$etiap Pihak akan menanggung hiaya sendiri terkait dengan keikutsertaannya

rJalam Persetujuan ini, kecuall disetujui lain oteh Para Pihak,

2,Pengatur"ankeuangandapatdIbuatterpisahoiehParaPihakuntukkegiatan

tertentu.

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Persetujuan,

ketersediaan dana dari Para Pihak.

bergantung pada
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PASAL 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Para Pihak mengakui bahwa selama pelaksanaan Persetujuan ini mungkin

ada karya cipta, penggunaan danlatau pengalihan hasil dari kegiatan

intelektual danlatau kekayaan intelektual rnilik Negara Para Pihak dan/atau

perorangan atau badan hukum.

$esuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak termasuk

traktat internasional lainnya di mana Republik lndonesia dan Federasi Rusia

berpartisipasi, Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk menjamin perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau

perli ndungan kekayaan intelektual.

Tataran pendistribusian dari hak sebagai hasil kegiatan intelektual yang

diciptakan dalam pelaksanaan Persetujuan ini, perlindungan hukum dan

penggunaannya harus diatur sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah

Republik lndonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Perlindungan

Bersama Atas Hak-Hak Hasil Aktifitas Intelektual yang Diterapkan dan

Diperoleh dalem Rangka Kerjasama Bilateral Teknik Militer yang

ditandatangani di hrloscow, 1 Desember 2006. dan apabila diperlukan Fara

Pihak dapat rnembuat pengaturan tertulis yang terpisah atas dasar

kesepakatan antara Para Pihak.

Perlindungan dan penggunaan kekayaan intelektual yang diperoleh,

digunakan dan/atau dialihkan dalam pelaksanaan Persetujuan ini harus diatur

sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik lndonesia dan

Pemerintah Federasi Rusia Tentang Perlindungan Bersarna Atas Hak-Hak

Hasil Aktifitas lntelektual yang Diterapkan dan Diperoteh dalam Rangka

Kerjasama Bitateral Teknik Militer yang ditandatangani di Moscow. 1
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Desember 2006. dan apabila diperlukan Para Pihak dapat membuat

pengaturan tertuli$ yang terpisah atas dasar kesepakatan antara Para Pihak.

Setiap hasil liegiatan intetel<tual daniatau kei<ayaan intelektual yang timbul dari

penelitian bersama atau kegiatan bersarna dalam pelaksanaan Persetujuan ini

dapat dimiliki bersama dan dilepaskan $ecara lqasus per kasus melalui

pengatulran tertulis yang terpisan.

PASAL 7

KERAHASIAAN I I'iFORMASI

Setiap informasi yang dipertukari<an berdasarkan Persetujuan ini harus

digunakan secara eksklusif untuk tujuan Persetujuan ini dan tidak dapat

dralihkan, dibuka atau disiarkan, baik secara [angsung maupun tidak langsung,

sementara atau permanen, kepada pihak ketiga, baik orang maupun bafian

hukum, tanpa persetujuan tertrrlis terlebih dahulu dari Pihak asal,

lnformasi yang diperoleh r"rleh satu Pihak dalam kerangka kerjasama tidak

boleh digunakan untuk efek yang merugikan Pihak lain.

Para Pihak harus menentukan sertCiri bata$-batas untuk distribusi informasr

yans dialihkan berdasarkan Persetujuan ini atau yang dihasillran dari

pelaksanaannya, Penandaan yans c{ite;'apkan pada pembawa data dan

informasi tersebut adalah sebagai berikui.

- Di Federasi Rusia - .. Itrnn cnyxe6nCIro ncfib3oBaHfift ,, ( "For official

use")

- Di Republik lndonesia - << Hanya Untuk Keperiuan Kedinasan>> ( "For

official use").

"t
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4. Pihak yang telah memperoleh informasi tersebut harus menjamin penggunaan

dan perlindungannya sesuai dengen pe;'undanE-undangan dan peraturan

nasional masing-masing Pihak terkait dcngan penanganannya.

Para Pihak harus saling memberi tahu sebelumnya tentang keharusan

menjaga kerahasiaan fakta kerja sama atau data iain yang terkait dengan

kerja sama berdasarkan Persetujuan ini. Keharusan tersebut harus diatur

dalam pengaturan tertulls tamhahan antara Para Pihak.

Tataran pertukaran, persyaratan dan langkah-langkah perlindungan informasi

rahasia ,Jari Para Pihak selama pelaKsanaan dan setelah pengakhiran

Persetujuan ini harus ditentukan dalam peraturan terpisah.

PASAL 8

BANTUAI-I MEDIS DARURAT

1 Apabila diperlukan, Pihak Penerima harus memberikan bantuan medis darurat

kepada perwakilan dari Pihak pengirinr rJalam pelaksanaan kegiatan kerja sama

berdasarkan Persetujuan ini,

2. Bantuan medis harus diberikan dalarn fasilitas medis militer atau sipil di Pihak

Penerima.

3. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, Pihak pengirim harus menanggung

biaya bantuan medis dimaksr-rd,

PASAL 9

PEHYELESAIAN SENGKETA

F1



Setiap sengketa antara Para Pihak yans tinrhul dari penafsiran atau pelaksanaan

persetujuan ini harus diselesaikan rnelalui konsultasi atau negosiasi bersarna Para

Pihak dan/atau melalui saiuran diplomatik

PA$AL 1O

AMANDEMIN

Dengan persetujuan tertulis dari para pihak, perubahan dapat dibuat terhadap

Persetujuan ini. Perubahan tersebut mulai berlaku sesuai dengan Pasal 11 dari

Persetujuan ini.

PASAL 1 1

PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pt mberitahuan tertulis terakhir dari

pernenuhan pro$edur internal yang oleh Para Pihak.

Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 {lima) tahun dan akan

diperpanjang $ecara otomatis untuk jangka waktu 5 (limai tahun berikutnya.

Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan

pemberitahuan tefiulis paling lama 6 (enarn) bulan sebelurn tanggal

pengakhiran yang diinginkan.

Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi pengaturan tertulis

yang dibuat oleh Para Pihak berdasarkan Persetujuan ini kecuali disetujui lain

oleh Para Pihak

1
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Pengal<hiran Persetujuan ini tidak al<an mempengaruhi keahsahan dari

ketentuan Pasal 7 Persetujuan ini kecuali disetujui lain oleh kedua belah

Pihak.

Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi haK dan

kei,uajiban Fara Pihak yang berkaitan dengan traktat internasional lainnya

dimana Republik indsnesra dan Federasi Rusia herpailisipasr.

Sf;BAGAI BUKTI yang bertanrlatangan di bawah ini dengan diberi kuasa oleh

Pemeri ntah nya mas ing- m asi ng, tel a h rnenand ata nga ni Persetuj r.ran r ni.

DlBl.lAT di Soclti pada hari 18 bulan lt/lei tahun 2016. dalam dua rangkap, dalam

bahasa lrrdonesia, Rusia dan lnggris, $emua rraskah tersebut berkekuatan sama.

Dalarn ltal adanya perhedaan penafsiran. naskah bahasa lnggris yang akan

digunakan.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH

FEDERASI RtJSIA,RHP INDONESIA

V

MENTERI LUAR NEG MENTERI LUAR NEGERI





H TeppuTopr4aIlbHot4 LiefiocrHocrH rocyAapcrB, a rarc(e HeBMeuarenbcrBe Bo

BHrrpeHHHe Aefla,

t4uefl qenbm rqanbueuuee yxpenfieHlre cBflgel,r n*exfty Boopyil(eHnbtmu Cunan*ur

Pecny6luxn LilHgoHeBHH r,l BoopylxeHHbrr'alr Cmnauyr Poocnmcxor,r Segepaqmkl,

orueqaff, qro yxpenneHue o6opoHHoro corpyfiHr4qecrBa 6yger AononnfrTb

BsamMoBbtrorqHbte orHorlleHHH Meltrgy o6opouHbtMt4 BerqoMCTBaMH o$elrx

CropoH,

B coorBercrBt4 tr c cyulecrrylor.t1Llm Ba HoHorqarefi bcrBoM rocyflapcrts CropoH,

HacTofil{r4M cornacHfl r4cb o H t4}HecneAymqeM

Crarun 1

fiens

l-{enurc }iacronu{ero CornaureH14H FBnfreTCR ycraHoBneHHe ocHoaht &fin

corpygHtaqecrBa B o6nacrm o6oponu,r Mex{&y Cropoxanau B cooreercrnlll4

c o6ulenpHsHaHHbtMl4 npHHuHnaMi4 vt HopMaMH Melr.qyHapo.qHoro npana

H MelKfiyHApOfiHbrM14 gOI'OBOpAMH, yLTaCTHt4HAMH KOTOpbtX ffB.t'tFrlOTCfr

Pecny6nuxa l4n.qoHer!{R N Poccl,rficras SegeparlHfi, a railH(e B cooTBercrmut{

c 3axCIHo,qarenbcTBou rocygapcre Croporr.

Crarus 2

HanpanneHHfl corpygHrqesrBa

Croponut ocyt4ecrBnfiHcr corpygHkl\.recrBo no cne&ylolr.p4M ocHoBHbrM

HanpaBneHHflM:

1. perynnpHbte rqnycropoHHHe Bcrpeqim vt KoHcynbraqum no BonpocaM

fiegonacHocrt4, 3arparuBaiou.lllm o6u"p,te HHTepecbr: no BoeHHo-

noflHTl4t{ecKHM acneKTAM, BOnpOCAM yKpenfieHHff ESat4MHOrO AOBepHH,

BonpocaM Mex{flyHapogHoti 6esonacHocn4 t4 HoHrpreppop}tcrl4,{ecKofr

,qenTenbHOCTl.l;



?. o$uen nrr$opuraqmera u onhrrom no BonpCIcau. Sarparmeail)u.tr4u o6rt1rle

FlHTepecbl, TaK!4M KaK MklpoTB0pqecKafl &eHTenbHocTb !1 0fiepauul4 n0

norq,qepiraHtaffi MHpa noA srmrqofr OpTaHHBaUHH O6r,egraHeuHbtx HaUufr;

3. cogeticrnue noBbruJeHulo npo$eccuoHa.nugMa fiHqHoro cocraBa

Boopyx{eHHbrx ct,tn H o5opontrurx BeAoMCTB rocygapcre Croporr

nocpeACTBoM o6pasoaarenbHbtx npCIrpaMM, TpeHHpoaotr, osn,teHa

BH3HTaMu, o6ecneqeHku,l yue$uutru o6opy.qoBaHmeM, !,l ,qpyrofr cageaHxori c

STHM ffeflTenbHOCTFl;

4. pasBHTHe orHoluenmfr u Baakrmogefrcreme Mex(Ay Boopyx{enHbtul4 cmflaMr4

no BSaLrMHOMy corflac!{to cTopoH,

5. yqacr!,te B pa3BHTHld corpyrqnuqecraa B coorBercrBl4r4

c HaqHoHafibHblM saKoHoAarenbcreofu! cropoH B cfiegymrJlmx oonacrffx.

a. HayqHo-TexHl4qecKoe corpyrqHfiqecrBo B oSnacrlr o6oponur

nocpe,qcrroM o6rueHa corpyrqHilKoB, sl4gr4ToB. rpeHHpoBoK, o6uexa

uH$opnnaqr,leta, a ratoxe nocperqcrBou pagBuTr4fl coBuecTHbtx npoerToa

no B3aHMFromy corflacuro Cropox;

b. o6opounan npoubnufieHHocrb, BKflloqaff nepegaqy rexuonormfr,

coBMecTHble L{ccfieAoEaHHfr, COBMeCTHOe npOH3BOACTBO 14 CCIBMeCTHytO

TOproBnlo,

6. Apyrue HanpaefleHurt corpy,qHmqecrea no BBauMHoMy cornachm Cropor.r.

Crarus 3

tDo p rvr ur corpyfl H H r{ecrBa

YqHrHsas HanpaBneHHFl corpygHurqecrra. yfialaHHbte B crarbe 2

Hacronillero Cornau:eHuf;, Croponut ocyu{ecrBflfimr B3aHMogeficrsHe

B cneflylor"t1!4x fiopnaax.

oSr.rr"1t,ta.nbHbre BH3r4rbt Aeneraqrari pasnuqHoro ypoBnfi Cropon;

yL{acrue no npmrnauJeHH$ CropoH E BCIeHHbrx yqeHmfix Hfi14 npilcyrcrBme

Ha HHx B Kaqecrne nafinxrgarenera:

pa6o.lrae BcrpeqH BoeHHbrx sHcneproB;
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yLracrHe B o6yuaxculr,rx t{ypcax, ceMHHapax, xox$epeHqHf;x no

npHrrraLUeHH io gpyrofi Cropou ul ;

o6pleHne H no.qroroBxa BCIeHHhlx KarqpoB:

3axCIAbl BoeHHblx ropa6neri fi Bl4ar4Tbr noennori aBHaUHH no

npH rnauJeHl4 ro Crcpon ;

KOMaHrq,HpCIBaHHe Cneu$afiNCTOB AnH peanprsaquil coBMecrHbrx

Meponpmnrnra B BoeHHori o$nacrn;

n ponefleH He oo B M ecrHbr x hYrlbrypnhrx 14 cilopTyr BH btx Meponpmnrurl;

flpyrne Soptilut corpyffHldl{ecrBa B o6nacrn ofiopoxul no BsaHMHoMy

cornacmrc Cropox "

Z. [lo or,qenbnbru HanpaeneHltflM coTpygHl4."recrBa, yKa3aHHbrM

B crarbe 2 F{acrofiuJerCI Cornau:eHufi, Croponauu Moryr 6ulru RocrilrHyrbl

n HCbMeH ilbre goroBopeH HocTr4.

Crarus 4

Ynon noMotteHH bte opreH bt

1. VnonxoutoqeHHbrMi4 opraHaMH Cropor"r no BbrnoflHeHulo F{acronulero

Cornau:eHHff fiEnF$TCff:

a. or iltugonesmrlcxofr CropoHur * MuHl,tcrepcreo o6opouur Pecny6ntagfi

[4H.qoHeeut,t;

b or poccufrcr<or7r croporrur * Mruucrepergo o6opoHur poccrafrcxorx

$egepaqm H.

?. I-lpu Heofixogt Mocrrd ynofiHoMoqelu.{bre opraHbr Cropou Moryr colgaaarb

paOourae rpynnbt B pamxax Hacrofil&ero Cornau:eHun.

3, B cny.rae HsMeHeHtdfi ynonHouoqeHHbrx opraHoB Croponur urn$opur4pylor

o6 arou !4BMeHeHHH fio At4nnouarmqecKmM KaHaflaM.

4. Ens BbtnonHeHmfi crarbu ? t^ crarbta 3 Hacroflu{ero CornaueHnff

ynonHoMoqeHHbte opraHbt npoooflfrr Bcrpequ Ha pery.nrpFrofi ocHose.



Crarus 5

OnnaNcHpoBaHlde

1. Kaxgan Nr CropoH Bo3Meuaer pacxoflbr, cBfiiaHHHe cs cBor,,!M yqacrneM B

Hacrofltqenn CornaueHuH, ecfiH HBT rqororopeHHocr!4 Mei+qqy CropoHarrau oS

t4HOM.

2. Orgenuuure $nHaHcorbte flsroBopeHHoct4 MoryT 6urrs BaKflloqeHu Mel6qy

CropouaMm no orfienbrtum Meponpr4fin4nM^

3. Peanutaqlrn Meponp!{nrilri n parrnKax Hacrofftr.1ero CornaureuilFr 3aBHcr,{T or
Hafl HqHH $rnHanc!,rpoBaHHn CropoH.

Crarus 6

IIpaaa Ha HHTennerTyarrbHyro cs6creeHHocrb

1, CropoHut npm3Halor, t{To B xoge pea,fiHgaqum Hacroffl.t.1ero Cornau:eHufr

Moryr cogrqaBarbcfr, t{ciloflbaoBarbcFr nlnnw nepegaaarbcff pe3ynbrarbt

HHTettnerryansHoti fiefrTenbHocTH nlnnn HHrennerryaflbHafi

coScreeHHocrb, npHHa&fielxalqan rocyAapcrBaM Cropon ralwnn r4x

Sratravecxun* m/mnH mpnflr4qecrnM nHHaM.

2. B coornercTBt4n c HaquonanbHuM saKoHogarenbcTBCIM Cropor*,

a Ta$He c Apyr[4MH Me]K,qyHapoAHbtMH .qOrOBOpaMil, yqacrHr4(aMH Koropbtx

FB"nfrmrcfi Pecny6nrara l4ngoxesNs 14 Pocct,rrlcxan Segepaqun, Cropoxul

npHMyr ueo6xogl4Mble Mepbt AJ'tH o6ecneqeHufi npaeonora oxpaHbl

peSynbTffToB HHTennerryanuHora Aenrelbuocrkl nlnnw 3aUHTbl

H HTenneKryan b HoN co6cree H H ocrr4.

3. I-lopngox pacnpeAeneHun npag r{a pesynbraru HHrennexryanunofr

&eHTefl bHocrt4, nonyl{eH Hbte B xo}qe peanl4gaqril Hacrofi u1ero CornauleHmfi ,

l4x npaBosafi oxpaHa n HCnoflbaouaHHe onpegeflfimrcfi CornaueHueu
MelHrqy l*lpaenre.nhcrnoM Pecny$nraxl,r 14Hgonesmu n ilpaamrefibcrgou

Poccnfrcxoft Oegeparli+ra o seaHtulHofi oxpaHe npaB Ha pesyrrbr&rbt



HHTefiIeKTyAnbHCIfi &eRTenbfloclyr. ri![noflb3yeMbte u ilonyL{eF{Hbte I xofle

AByCTfipOHHeTO BOeHHO-TeXHHqeCKOTO COTpyAHr4qeCTBA, n0rqnlrcaHHbtM B

r. MocKBe 1 gexafipn ?00fi r., H H cnyqae neo6xo,qumocrl4 CropoHur no

co rna cH HD MoryT sa Kn$'q aTb oTAefl br{bte n HcbMeH H ble tqoroBopeH Hocfl4.

4. Ilopngor< sauJilTbl t4 mcnorrb3onauvtn r4r{Tenfler{Tyafiunofr co6creeHHocrt4,

nonyqeHHofr, ucnonbayennorir nlunu nepeganaertltofr B xoge peanugaUHr4

Hacroffulero Cornau.leHHfi, onpegenflHlrcff Cornau:enHeM MelKAy

llpaeHrenbcrEou Pecny6nnxu l4rrgeHearm n llpaeNrefl bcraou Pocn+ricxori

Segepaqu!'t o BsaHMHofr oxpaHe npar Ha peayflbrarbr r,rHreflflexryanuxofr

AenTenbHocTrir. HcnonbsyeMbre v nonyL{eHHbte B xorqe ffBycTopoHHero

BoeHHo-TexHHqecroro corpyflHliqecraa, nognHcaHHbtM B r. f\ilocxae

l gexa6pn 2006 r.. H B cflyL{ae neo6xogr4Mocrr4 CropoHul no cornac!4ro

MOryr SaKfiloqarb orAefl bHbte nHcbMeHHbte AoroBopeHHocrH.

5. flro6ule pe3yfibrarbr t4HTenflexryanuHofr co6crseHHoctrr, nofly..ieHHbte or
coBuecrHblx mccnegoaanmfi HnH coeuecrHofi rqefrTenbHocrtr B pamxax

peanilsaumvt Hacroffl$ero CornaueHilFt, Moryr Haxo.qnTbcn I coeuecruou

BfiageHHkl u pacnopf;xeHHl4 B SABHCI4MOCTI4 OT CflyqAfi, qTo fiBflf;ercff

n pe.q MeroM orgefl b H btx n I4cbMeH H br x rqoroBopeH Hocrefr MelKfl y CropoHa nn u .

Crart n 7

HepaernaueHne nusopnaa UHH

1. Ilm6as uH$opruaumfi, nonyl{aeMafl fifiv1 nepeAaBaeMafl B paMxax

Hacrof, t{ero CornauJeH HH, 6yqer HCfi onbioBarbcn r4cKfl ror{HTefi bHo B qenfl x

Hacroml4ero Cornau:enHf, ti He 6yger nepegaBarbcfl, pair.nauarbcn.

pacnpocrpaHfiTbcfl HanpflMyro !{.fird onocpeAoBaHHo Ha epenneunoft t,{nH

nocroguHofi ocHoBe rperbuM cTepoHau, nuqau Hflr,i opraHmsaqt4ffM Ses

npeABaptaTeflbHoro nHCbMeHHoro cornacmf; cog,.qaBu:eta ee CropoHbt.

2. kltt$opnnaqmn. ilonyqeHHafl ognori r,ra CropoH B pamxax corpyfqHnuecrBa, He

flonlxHa HcnofibaoBarbcff e yqep6 gpyrorl CropcHe"



3. CropoHut cauocroffrenbHo ycraHaBrudnaror orpaHHqeHHH no

pacnpocrpaHeHHlo mH$opn*aUM:r1, fiepeflaeaeuori B coorsercrBrt4 c

Hacronu{r4M CornaueHHeM Hnil ffBaffrcu{eficn pesyllbrarou ero

BbrnoflHeHHfl . Ha nocmre.nflx raxofr nu$opnnaunil npocraBnnercn nomerxa:

B Pecny$ruxe [4ngouermu t<Hanya Untuk Keperluan Dinasu

(<For official use onlyn):

B Poccutacxotr Oegepaqrau <,[nn cnyxefiuoro no;lbsoBaHHR]

(<For official use onlyu).

4. CropoHa, no.nyqmBuJaff Taryro Ni*$oprtraLlnl,0, o6ecnet{}rnaeT ee 3auluTy 14

o6paqesme c sera B cooraercror4r4 c HaquoHanbxbrm BaKoxofrareflbcreoM

xaxgor,r Ns CropoH. cuflsaHHbtm c o$pau"lexileu c ++eft.

5. Heo6xognMocrb coxpaHenufi B rarixe $axra corpygHt4qecr*a

B eoeHnota o6naclt Mexgy Ctopouamu Hnr4 Rpytmx csegeHnrl

o corpy&Hr4qecrme :a6naroBpemenHo iqoBogt4rcf; CropoHaruu &pyr Ao

Apyra. l'logo6nan Heo6xo&tlmocru Syger onpefienflTbcfi rqonoflHurenbHbrm

corfl aLueHHeM Mexgy Cropouaurm.

6. l1opngor o6ueHa, ycnoBfin H Hrepu no aarqtaTe eBegenufr, cocraBfinruu1klx

rocyflapcTBeHHylc raftxy Cropon, B xoge peanilBaUmn tA no oxoHqaHfiil

cpoxa,qeticrsiln Hacrofiulero Cornau.leHHR onpeffenfitoTCfi orgenbHbtM

COTNALUCHHEM.

Crarun I
Heornor(Han Me,ql,t UHHcxaq nououlb

1. B cnyqae Heo6xogt4Mocrm, npuHilMalouJafr CropoHa oxa3brBaer

Heornolrl-tylo MeEHUT4HctryLo noMorrlb npegcraBHTefiffM HanpaBnnnulefr

Cropottut, yqacrBylotr{t4M B Meponpnffrr4f;x, npoBo&r.4Mbrx B paMKax

Hacron r-r.lero Corna uJeH H fl .

?. Taxas Me,qHLllrHCKaH noMorqb oxasbrnaercfl B BoeHHbrx Hnil rpaXqaHCKHX

Me.q!{UHHCHt4x yt{pexfleHHfrX rocyAApcre Cropox,



3. Pacxo,qut Ha Taxoe Merqmql4Hcroe r:6cnyxmBaHHe HeceT Hanpaenfimulag

Cropoua, ecfikt Her AoroBopeHHocrn o6 HHoM.

Crarun I
YperynnpoBaHHe crropoB

flro6ure cnopHbre Bonpocbr, BoaHHKamu1He B xo,qe peafl!,rsaq!{u HacTof,uJero

CornauteHmn oTHocuTeflbHo ero roflKosaHHfr Hfikr npHMeHeHHfi, pagpeua$Tcrr

Cropouannlt nyrem KsncyJtbtaqlrri, neoerotsopoB wlnnn no Afinfleuarfiqecxr4u

ltaHanaM

Crarun 10

Bsecexue H3MeHexnfr

B HacronlLlee CornaueHme Moryr 6urru BHeceHbr r4BMeHeHHrr no BBaHMHCIMy

nHCbMeHHoMy cornacmrc Cropox. Tarne H3MeHeHfiH Bcrynailcr

B CHny B CCIOTtserCTBl4t4 CO CTarbera 11 HaCrOsHlero CornaueHuff,

Crarun 1 1

Bcrynnexlre B cnny H nperpail{eHile geftcrenn

1 . Hacronr4ee Cornau:eHme Bcrynaer B cuny c Aarbr nocneAHero

nHcbMeHHoro yaegoMneHHH o BbrnoflHeHHil Croponanau xeo6xogl4Mbtx

BHyrpHrocyEapcrBeh{H btx n poueflyp.

2. Hacronulee CornarueHne gefrcrnyer B rer{eHkre 5 (nxna) ner
14 aBTOMaTHL{eCKI4 npOrqneBaercH Ha coorBercrByrolJJHe nffTHrrerHfie

nepHo,^q,bt. Kaxflan fi3 Cropon Moxer npeKparmrb gerlcreue HacronLqero

Cornau:eHHft, HanpaB!,rB nHCbMeHHoe yBerqoMneHHe o6 sroM gpyrora

cropone He nsgrqHee qeM ea 6 MecfiueB go nperqnoflaraen,tofi garur.

3. [lpexpalt]eHv4e gefrcrnun Hacrofiu.lero. Cornau:eHuff He BarpoHer

ganunetiuero BbtnoflHeHun Hesanepu:eHHbtx nncbMeHHbtx

sqoroBopeHnocreft {xoxrparroa), 3aKfl$qeHHbtx B cooTgerergta14 c



HACTOfrl{l4M cOrnaU:eHHeM I nep}Ionq ero geficrulrR, ecfiH CropoHur ue

fioroBopf,rcn oE HHoM

4. B cnyqae npexpaueHfi.qr ,qeficrnmn Haorofruiero cornau.rexuR,

o6ssarenbcrBa CropoH, npeAycMCITpeHHble crarueri 7 Hacronu{ero

CornauleHldfl, ocra$TCR B o4l-re, ecflH Cropouut He fiorouopt4Jti,icu o6 uxou.

5, llacrosur.ee CornaueHt4e He BarparfiBaer npaa H o6xgare;rbcrB Cropox no

ApyrHM MeHqtyHapCI.qHb,tM fisroBCIpmh{. yLiacTHHKaMH KOTOpbIX RBnfrrcTCFr

Pecnyfintara lrlngoHeskln r* Poccr,rracKaH Oegepaqun

B yrqocroBepeHHe L+ero Hfi)KenognHcaBulnecfi, gonx(HbtM ospaaorra

ynonHoMoqeHHb,l8 HA TO CBorlltlv{ npaBr,trefibcTBaMH, ilCIflnHcaflH Ha0ToffLqee

Cornaueul4e.

Coeepueno B Coqu lEtrtan 2016rc.qa B /layx sxaeMnflflpax, ttaxgurra Ha

HHIloHBgNti'tcxorr,l, pi-ccxoM u aurnptttc{ou fiubtnax, ripH{4eM Bce rexcrbt ptMeH}T

o.qHHarCIEylo cuny, B cnyqae BoBHl4Kl-ioEeHHn pasuornacmrl finn uenerl

]'onxoBaHHfl Hacrofit4ero CornauenmR Syger Hcnoflbgoaarbcn TeKCr Ha

anrnuticxoM ffgbtKe.

3a Ilpaanrenbcrno

Pec HHffoHesHH

M I4Hr{crp [4 nnocrpaxxurx fi

3a ilpaaurenbcreo

Poccnftcxofi OuReFaqnn

AB B

Mnnmcrp 14r:nocrpannurx..(en





Sesiring to enhance and strengthen the *xisting bilateral relations between the two

Parties through cooperative activities in the field of clefence based on the principles

of equality, mutual benefit, full respect of sovereignty and territorial integrity and

non-interference in internal affairs;

Havlng a purpose of strengthening connections between the Armed Forces of the

Republic of lndonesia and the Arri'red Forces of the Hussian Federation;

Noting that the strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually

beneficial relations of both Parties national defences;

In accc,rdance with the existing natinnal legislatiorr ,-.rf both Parlies:

l-iereby agreed as follows

ARTICLE 1

PURPO$E

The purpose of this Agreement is to estab,lisl'r a tramework for cooperation in the

field of defence between the Parties, irr arcord,srrce with universally recognired

principles anri norms of international laur and international treaties which

participants are the Repubtic of lndr:lresia and the Russien Federation il$ well as in

accr"rrdance with the national regislation of the Parties.

ARTICLE ?

SCOPE OF COOPTRATION

The scope of cooperation of this Agreemsr':t rrray irx:iude

1, fstablishing regular bilateral dialogues and consulltations on secur"ity issues of

cornmon cCIncern; such as CIn political-military aspects, mutual confidence-

building, international security issues, and counter-terrorism.



2. Exchanging information and experiences on issues of common concerns; such

a$ in peace-building activities and psacekeeping CIperations under the auspices

of the United Nations Organizations,

3 Promoting human resources development of defence institutions and armed

forces of both Parties tnrough education, training, exchange of visits, provisions

of educational equipment and other related activities"

4. Deveioprng relations anc cooperation netween the Armed Forces of both Parties

as mutuaily agreed upon.

5. Participating in the development of cooperation in accordance with the national

legislation of the Parties in the following areas:

a" Science and technology on the field of defence through exchange of

oersonnel, visrts. trainings, and exchange of information, as well as

developing muiti"rally agreed joint prc'jects,

b. Defence industry, which includes transfer of technology, joint research, joint

production and joint marketing,

S. Other areas of cooperatlon as multually agreed

ARTICLE 3

IMPLEMENTING ARIIANGHMENTS

With due regard to the scope of cooper'stion under Arlicle 2 of this Agreement the

Partles may conduct the following forms of cooperation, such as through.

- official visits of the delegations at various levels,

- participation in military exercises on invitation of the Parties or pa.rlicipation in

them as obseruers;

- working visits of military experts;

- participation in activities such as theoretic and practical courses, seminars

and conferences upon invitation of tl're Farties;



- education and tralning of rlefence and military personnel;

- port calls of luarships and visits of military aviation;

- visits of specialists for irnplementation of common activities in nnilitary sphere,

- conduct of joint cultural and sports events;

- other forms of defence cooperaticn activities by mutual consent of the

Farties.

2. For the purpose of implementation of lhese forms of cooperation separate,

written arrangements shall be conciuded between the Farties.

ARTICLE 4

COMPETENT AUTHORffI ES

1. The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreernent

are:

a. For the Russian side: the Ministry of Defence of the Russian Federation;

b. For the lndonesian siCe: the Ministry of Defence of the Repubtic of lndonesia

2. As deemed neces$ary, working group$ may be established under this

Agreement, by the competent authorities of both Parties.

3. Where either Party changes its designated lmplementing Authorities, it shatl

infcrrm the other Party of such change through diplomatic channels.

4. ln order to review the implementation of Arlicle 2 and Article 3 of this Agreement,

the Competent Authorities shail holcl regular meetings or at any time deemed

neces$ary.

ARI'rcLE 5

Fl NAN CIAL AI?R*,t"lG EM E NT



1. Each Party will bear its own costs associated with its panicipation in this

Agreement, unless agreed othenruise by the Partiss,

2. $eparate financial arrangements may he concluded hetween the Parties for

specific activities

3, Carrying out of activities under this Agreement shall be subject to the availability

of funds of the Parties.

ARTICLE 6

INTELLECTUAL FROPTRTY RIGHTS

1. The Parties recognize that during the implementation of this Agreement there

may be a creation, use and/or transfer of results of inteilectual activity andlor

intellectual propefiy belonging to the Parties' States and/or their natural or

juridical person$.

2. ln acccrdance with the national legislation of the Farties as well as with other

international treaties where the Republic of lndonesis and the Russian Federation

are participants, the Parties shall take necessary measures to as$ure iegal

protection of results of intellectual activity and/or protection of intellectual

property.

3. The order of distributions of rights for the results of intellectual activity created in

course of implementation of this Agreement, their legal protection and use, shall

be arranged in accordance lvith the Agreement between the Government of the

Republic of lndonesia and the Governnnent of the Russian Federation on mutual

protection of rights to the results of intellectual activity applied and obtained in

the course of bilateral military-technical cocperation signed in Moscow on 1

December 2006, and when necessary Parties rnay conclude separate written

arrangements upon agreement between the Parties.



4. The protection and use of intellectual property obtained, used and/or transferred

in caurse of implementation of this Agreement, shall be arranged in accordance

with the Agreement between the Governrnent of the Rspublie of lndonesia and

the Government of the Russian Federation on mutual protection of rights to the

results of intellectual activity applied and obtained in the cour$e of bilateral

military-technical cooperation signed in fi,lossow on 1 December 2006, and when

necessary Parties may conclude separate written arrangernents upon agreement

between the Parties.

5. Arty resulls of intellectual activity and/or intellectual property arising out of jornt

research or joint activity under the implernentation of this Agreennent may he

jointly owned and disposed on case by case basis through a separate written

arrangement.

ARTICLE 7

NON-DISCLOSURE OF IN FORMATION

'1. Any information exchangeo under the framelrcrk of this Agreernent shall be

used exslusively for the purpose of this Agi'eernent and shall not be transferred,

disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent

basis. to third parties, whether persons cr entities, without the prior written

consent of the originating Party.

2. The information obtained by a Farty within the framework of cooperation shall

not be used to the detrimentat effect nf the other Party

3. The Parties shall determine themselves tire linrits to distributions of the

information transferred pursuant to this irgreenrent or resulting from its

implementation. iltlarking applied to data carrier of sucir information shall be as

follows:

- in the Russian Federation * nflnn cny:xe6Horo noflbsoBaHmn) ("For official

use only")



in the Republic of tndonesia - r<Hanya Untul< Keperluan KedinasanD ("For

official use only").

4" The Party that has obtained such information shall en$ure its u$e and

protectlon in accordence with each Party's national legistation and regulations

retated tn its handling.

5, The Palties shall inform each other in advance on the necessity to keep secret

of the fact of cooperation or other drita reiated to cooperation under this

Agreernent. Such necessity shall be specifieo in additional written arrangernerrt

between the Pafiies.

6. The order of exclrange, the terms and protection rneasures of classified

information of the Parties during the implementation ancl after the termination of

this Agreement shall be determined by a separate Agreement.

ARTICLE 8

EMERGENCY h.|EDICAL ASSISTANCE

1 lf necessary, the host Party shall provide emergency rnedical assistance to the

repre$entatives of the sending Party in the course of cooperation activities

under the present Agreement.

2. Such medical assistance shall be rende;^ed in military or civillan medical

facilities of the host Party"

3. Unless otherwise agreed by the Parties, the sending Party shall cover the

expen$es of such medical assistance.

ARTICLH S

SEfiLEMENT OF DISFUTES



Any disputes between tl:e Partieu arising on the interpretaticn or implementation of

this Agreement shall be settled thrtrugh mutiral consultation or negotiation of the

Parties and/or through diplornatic channels.

ARTICLf; 1O

AMENDMENTS

By mutual written consent of the Fertres, amendment can be made to the present

/\greement, The amendment shall oonre into force in accordance with Article '1 1 of

the present Agreement

ARTICLE 11

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into 'iorce on the date of the last written notification of

the fulfillment of neces$ary internal state procedures by the Parties.

2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall

automatically lre extended for subsequent periuds of 5 (five) year$. Either Party

rnay terminate this Agreement by giving written notifieation at least 6 (six)

months prior to the date of its intended termination,

3. Termination of the present Agreement shall not affect the written arrangements

commenced by the Parties under this Agreement unless othenvlse agreed by

the Parties.

4. Termination of this Agreement shall not affect the validity of the provisions of

Afiicle 7 of the present Agreernento"rnless otherwise agreed by both Parties,

5. The provisions of the present Agreernent shall not affect the rights and

obligatrons of the Parlies under other rnterrrational treaties in which the Republic



of lndonesia anC the Russian Federation are participants

lN WITNE$S WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their

respective Governments, have signed this Agreement.

DOHE at $ochl on this 18 day of May in the year 2016 in duplicate copies, in

lndonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic, ln

case of divergence of interpretation, the English text shall be used.

FOR THE GOVERNMENT SF FOR THE GOVERNMENT OF

THE RU$SIAN FEDERATION,THE OF IHDONE$IA,

MA

MINI R FOREIGN AFF IVIINISTER OT FOREIGN AFFAIRS




